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GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 51 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun
2024, telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf a
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan
bahwa belanja tidak terduga digunakan untuk
menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya;
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bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf k
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan
bahwa tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk
mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui
pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada
belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi;

bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf h
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan
bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang
menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan
sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala
Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak
atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional atau daerah;

bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf i
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan
bahwa jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum
perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran
ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika
pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD,
dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

bahwa berdasarkan huruf C angka 2 huruf b.3)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024, menyatakan bahwa dalam hal
penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana
angka 2), penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk
teknis tahun 2024, Pemerintah Daerah melakukan

penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah
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dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan surat Deputi Bidang Produk Wisata
dan Penyelenggaraan Kegiatan (Events) Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan
Ekonomi  Kreatif @ Republik Indonesia  Nomor
B/SD/28/PP.02.00/D.6/2024 tanggal 22 Maret 2024 Hal
Permohonan Peran Serta Bidang Kesenian pada
Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024 di
IKN, perlu pergeseran anggaran belanja tidak terduga
kepada belanja Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara;

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan PON ke-
XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut Wilayah Sumatera Utara,
penanganan dampak bencana alam serta
penanggulangan/penanganan infrastruktur dalam
kondisi mendesak, perlu pergeseran anggaran belanja
tidak terduga kepada belanja Dinas Kepemudaan dan
Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara serta Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera
Utara;

bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor : 900/4829 tanggal 28 Mei 2024
Hal Penempatan Akun Belanja Insentif Pajak Daerah bagi
KDH/WKDH, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran
belanja dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Utara kepada anggaran belanja Sekretariat

Daerah Provinsi Sumatera Utara,;



Mengingat

-4 -

bahwa berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk
melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar
program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar
kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek
belanja, antar rincian obyek belanja, uraian rincian
obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, pada
anggaran belanja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah  Provinsi Sumatera Utara, Peraturan
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d,
huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60357)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR
51 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2023 Nomor 52), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun
2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 11

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf a direncanakan sebesar
Rp.8.997.383.718.010,00, yang terdiri atas:

a. belanja pegawai,

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar
Rp.3.613.714.813.056,00.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.3.028.855.611.523,00.

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf C direncanakan sebesar
Rp.2.341.215.293.431,00.

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.13.598.000.000,00.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan
ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 13
(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.3.028.855.611.523,00, yang
terdiri atas:
a. belanja barang sebesar Rp.729.662.621.819,00;
b. Dbelanja jasa sebesar Rp.1.212.081.218.800,00;
c. Dbelanja pemeliharaan sebesar
Rp.212.936.984.651,00;
d. belanja perjalanan dinas sebesar

Rp.359.125.940.086,00;
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e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan
kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
sebesar Rp.9.188.122.400,00;

f. belanja barang dan jasa BOS sebesar
Rp.450.364.643.246,00; dan

g. belanja barang dan jasa BLUD sebesar
Rp.55.496.080.521,00.

(2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada

(3)

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.729.662.621.819,00, yang terdiri atas:

a. Dbelanja barang pakai habis sebesar
Rp.714.421.264.307,00;

b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp.0,00;
dan

c. Dbelanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria
kapitalisasi sebesar Rp.15.241.357.512,00.

Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.1.212.081.218.800,00, yang terdiri atas:

a. Dbelanja jasa kantor sebesar
Rp.731.711.810.947,00;

b. belanja iuran  jaminan/asuransi sebesar
Rp.242.356.335.476,00;

c. Dbelanja sewa tanah sebesar Rp.3.635.936.525,00;

d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar
Rp.78.629.160.471,00;

e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar
Rp.7.154.335.727,00;

f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar
Rp.34.800.000,00;

g. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar
Rp.991.100.000,00;

h. belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar
Rp.109.193.142.173,00;

i. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar
Rp.3.085.829.922,00;

j. belanja beasiswa pendidikan PNS sebesar
Rp.945.900.000,00;
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k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan
teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar
Rp.23.662.838.434,00; dan

l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas
pemungutan pajak daerah sebesar
Rp.10.680.029.125,00.

Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar

Rp.212.936.984.651,00, yang terdiri atas:

a. Dbelanja pemeliharaan tanah sebesar
Rp.55.620.996,00;

b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
sebesar Rp.56.835.989.394,00;

c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
sebesar Rp.75.069.175.680,00;

d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi
sebesar Rp.80.487.198.581,00;

e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar
Rp.209.000.000,00; dan

f. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar
Rp.280.000.000,00.

Anggaran Dbelanja perjalanan dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.359.125.940.086,00, yang terdiri atas:

a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar
Rp.345.197.382.652,00; dan

b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar
Rp.13.928.557.434,00.

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan

kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp.9.188.122.400,00, yang

terdiri atas:

a. belanja uang yang diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar

Rp.8.951.622.400,00; dan
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b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar
Rp.236.500.000,00.

(7) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp.450.364.643.246,00, terdiri atas belanja barang
dan jasa BOS.

(8) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp.55.496.080.521,00, terdiri atas belanja barang dan
jasa BLUD.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.2.341.215.293.431,00, yang terdiri atas:

a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar
Rp.690.823.846.532,00;

b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
sebesar Rp.1.123.638.581.899,00;

c. belanja hibah dana BOS sebesar
Rp.495.122.580.000,00; dan

d. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai
Politik sebesar Rp.31.630.285.000,00.

(2) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.690.823.846.532,00, yang
terdiri atas :

a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat
sebesar Rp.690.823.846.532,00; dan

b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat
sebesar Rp.0,00.
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(3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga,
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp.1.123.638.581.899,00
yang terdiri atas :

a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang
bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
berdasarkan  peraturan perundang-undangan
sebesar Rp.718.000.000.000,00;

b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba,
sukarela dan sosial yang telah memiliki surat
keterangan terdaftar sebesar Rp.0,00;

c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba,
sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar
Rp.400.093.581.899,00; dan

d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia sebesar
Rp.5.545.000.000,00.

(4) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.495.122.580.000,00 yang terdiri atas :

a. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh
Satdikmen Swasta sebesar
Rp.485.166.980.000,00; dan

b. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh
satdiksus swasta sebesar Rp.9.955.600.000,00.

(5) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada
Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar
Rp.31.630.285.000,00 yang terdiri atas belanja hibah

berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)
Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 16
(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf b direncanakan sebesar

Rp.2.150.700.022.811,00, yang terdiri atas:



(2)

(5)
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belanja modal tanah;

o p

belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f.  belanja modal aset lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.25.011.438.950,00.

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.417.016.687.615,00.

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.444.564.749.661,00.

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.1.144.661.160.671,00.

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp.117.551.255.914,00;

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp.1.894.730.000,00.

Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 17

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 17

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.25.011.438.950,00, yang terdiri atas belanja modal
tanah.

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.417.016.687.615,00, yang

terdiri atas:
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belanja modal alat besar sebesar
Rp.8.067.544.796,00;

belanja modal alat angkutan sebesar
Rp.24.971.350.543,00;

belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar
Rp.329.319.344,00;

belanja modal alat pertanian sebesar
Rp.7.048.555.944,00;

belanja modal alat kantor dan rumah tangga
sebesar Rp.73.270.919.350,00;

belanja modal alat studio, komunikasi, dan
pemancar sebesar Rp.54.557.623.726,00;

belanja modal alat kedokteran dan kesehatan
sebesar Rp.42.261.812.870,00;

belanja modal alat laboratorium  sebesar
Rp.66.253.482.076,00;

belanja modal komputer sebesar
Rp.25.534.664.209,00;

belanja modal alat eksplorasi sebesar
Rp.2.428.110.466,00;

belanja modal alat produksi, pengolahan, dan
pemurnian sebesar Rp.282.741.700,00;

belanja modal alat bantu eksplorasi sebesar
Rp.26.391.300,00;

belanja modal alat keselamatan kerja
Rp.244.157.410,00;

belanja modal alat peraga sebesar
Rp.12.000.000,00;
belanja modal rambu-rambu sebesar

Rp.43.589.780.480,00;

belanja modal peralatan olahraga sebesar
Rp.628.249.600,00;

belanja modal peralatan dan mesin BOS sebesar
Rp.67.009.983.801,00; dan

belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar

Rp.500.000.000,00.
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(3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan

(5)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp.444.564.749.661,00, yang

terdiri atas:

a.

belanja modal bangunan gedung sebesar
Rp.442.154.309.661,00;

belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar
Rp.1.410.440.000,00; dan

belanja modal gedung dan bangunan BLUD

sebesar Rp.1.000.000.000,00.

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp.1.144.661.160.671,00,

yang terdiri atas:

a.

belanja modal jalan dan jembatan sebesar
Rp.937.010.737.834,00;

belanja modal bangunan air sebesar
Rp.138.952.343.537,00;

belanja modal Instalasi sebesar
Rp.6.888.282.900,00; dan

belanja modal jaringan sebesar

Rp.61.809.796.400,00.

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp.117.551.255.914,00, yang

terdiri atas:

a.

belanja modal bahan perpustakaan sebesar
Rp.2.180.356.961,00;

belanja modal barang bercorak kesenian/
kebudayaan/olahraga Rp.36.378.000,00;

belanja modal hewan sebesar Rp.191.250.000,00;
belanja modal tanaman sebesar
Rp.470.000.000,00;

belanja modal aset tetap dalam renovasi sebesar
Rp.169.848.000,00; dan

belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar

Rp.114.503.422.953,00.
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(6) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp.1.894.730.000,00, yang
terdiri atas belanja modal aset lainnya-aset tidak

berwujud.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 18
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf c¢ direncanakan sebesar

Rp.572.773.098.537,00, yang terdiri atas belanja tidak

terduga.
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 15 Juli 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

5 “' ttd
APRILLA (1 BIREGAR, S.H..M.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690421 199003 2 003 A. FATONI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 15 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO
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